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KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

CORRUPTION IN ISLAMIC LAW

Oleh: Syamsul Bahri g

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan yang dikategorikan berupa penyuapan,
manipulasi dan lainnya. Dalam kajian hukum di Indonesia, korupsi tergolong dalam
perbuatan tindak pidana seperti tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001. Dilihat dari dampaknya, perbuatan ini tidak hanya mempengaruhi
moralitas manusia secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana
rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan
nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial yang paling parah, seperti kemiskinan, tidak
kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap
kemaslahatan umum dan bertentangan dengan tujuan pensyari’atan. Akibat dari dampak
tersebut, Islam melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut dan dapat diganjar
dengan sanksi yang berat. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif,
yang mencari dan menemukan sumber hukum dari literatur-literatur kepustakaan yang
berkaitan dengan topik bahasan yang dikaji.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Islam.

ABSTRACT

Corruption is an action that is categorized in the form of bribery, manipulation etc.
Indonesia’s legal study, corruption belongs t0 the deeds of the offenses set forth in the
Act Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001. Form the impact, this
action not only affects human morality personality, but also public interest. The
damages to all aspects of life are able to create slump values of morality and the most
severe social inequality, such as poverty, crime is not severe and more. This causes
destruction of the public good and contrary to the purpose Islamic law obedience. As a
result, Islam forbids and prohibits such action, and can be rewarded with severe
sanctions. This is normative legal research, seeking and finding the source of the laws
of literature related to the topic being studied.
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PENDAHULUAN

Terbongkarnya beberapa kasus penyelewengan dana (korupsi) yang melibatkan anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan potret buram yang
paling memalukan dalam sejarah masyarakat Indonesia pada dasawarsa ini, yang notabene

merupakan masyarakat yang mengatakan dirinya sebagai masyarakat beragama, sebagaimana yang
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termuat dalam UUD 1945. Diantara kasus besar yang terjadi adalah kasus daging impor, dimana
melibatkan salah satu petinggi partai politik besar di Indonesia dan juga anggota DPR-RI dengan
jumlah yang sangat besar. Kasus ini telah mencoreng sebuah lembaga yang umumnya dipercayai
oleh seluruh komponen masyarakat sebagai lembaga yang mampu mengontrol pemerintahan ke
arah yang lebih baik.

Secara agamis, setiap ajaran yang terkandung didalamnya mengajarkan penganut-
penganutnya untuk tidak berprilaku yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, korupsi merupakan
tindakan yang merugikan tidak hanya satu orang tetapi satu negara yang didalamnya mencakup
semua warga negara.

Tidak berapa lama kemudian, ditemukan lagi kasus korupsi dan mafia peradilan di
Departemen Kehakiman yang melibatkan para hakim agung.! Padahal tempat ini merupakan
lembaga dan sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tetapi malah sebaliknya. Dan masih
banyak lagi kasus seperti ini terjadi di Indonesia, dan tidakmungkin disebutkan satu-persatu.

Dari kedua kasus diatas mencerminkan keadaan dan kondisi bangsa telah mengalami krisis
pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kejujuran, keadilan dan tanggung jawab patut
dipertanyakan bagi dan oleh setiap orang, mengapa ini terjadi dan apa penyebabnya.

Jika dilihat dari kacamata agama (Islam) secara global, perbuatan korupsi ini malah
bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat
serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi ketiadaan hukum yang pasti dan tegas
menyangkut kasus ini, baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi
oleh sebagian masyarakat.

Beranjak dari wacana diatas, terutama menyangkut Islam yang dipandang memiliki antara dan
hukum yang tegas dan keras dalam penerapan sanksi, bagi penlanggaran hukum dalam melihat

korupsi ini. Tulisan ini merupakan bagian dari sebuah wacana dengan mempertanyakan “bagaimana

! Kompas, Jum’at, 13 Januari 2006, dengan judul: Perpu bisa putihkan MA, hlm, 3
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korupsi dalam kajian hukum Islam?”. Pertanyaan ini yang merupakan pokok pembahasan

selanjutnya dibawah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mencari dan
menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini
akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan hukum tersier.?

PEMBAHASAN
1) Pengertian Korupsi

Betapa sering mendengar kata korupsi dalam masyarakat saat ini. Sehingga adanya asumsi
bahwa korupsi itu telah menjadi semacam budaya dalam lapisan masyarakat Indonesia. Karena
prilaku ini terlihat terus menerus berlangsung seolah tak pernah habisnya dan mengakar dalam
prilaku kehidupan sebagian manusia tanpa ada beban dan perasaan bersalah jika dipraktekkan.

Biasanya perbuatan ini dikategorikan kedalam istilah korupsi, kolusi dan nepotisme
(selanjutnya disingkat KKN). Karena umumnya ketiganya memiliki keterkaitan, walaupun pada
dasarnya memiliki arti berbeda secara etimologis. Namun demikian, kebanyakan orang-orang
sekarang lebih menyukai mengatakan KKN daripada kata korupsi itu sendiri.

Terlepas dari istilah KKN diatas, Kata korupsi ini secara etimologi jika dilihat dari bahasa
Inggris (corruption) berarti kecurangan dan perubahan. As Hornby (sebagaimana ditulis Lopa)
melihat korupsi sebagai the offering and accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan

hadiah).®

2 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali,
Jakarta, 1985, him. 14-15.

® Baharuddin Lopa dan M. Yamin, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Offset Alumni, Bandung, 1987,
him. 4.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga The Lexicon Webster Dictionary (1978)
sebagaimana yang dikutip dari JM. Muslimin mengenai istilah kata korupsi yaitu;”

“ Istilah korupsi berasal dari kata latin corruptio atau corruptius. Corruption berasal dari kata
latin yang lebih tua yaitu, corrumpere. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa
bahasa Eropa, seperti corruption/corrupt (Inggris), corruption (Perancis-Jerman),
corruptie/korruptie (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat
disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagali
tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang
dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kebejatan,
tidak bermoral, ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian.”

Sedangkan terminologinya, banyak ditemui definisi korupsi ini dalam beragam bentuk dan
sulit untuk menemukan sebuah definisi lengkap mengenai korupsi ini, namun yang jelas
kesemuanya mengandung unsur ketidakjujuran. Menurut Marpaung yang dikutip dari kamus besar
bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan
dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.” Dan dalam kamus politik, korupsi
merupakan gejala atau praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan
mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya,
demi keuntungan pribadi.’

Sedangkan menurut lopa korupsi sebagai bentuk pidana yang bertentangan dengan perbuatan
penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan keuangan
perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.’

Berdasarkan kacamata pemerintahan, korupsi merupakan sebuah prilaku yang menyimpang
dan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Rumusan Korupsi dapat dilihat berdasarkan
ketentuan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang isinya:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

* JM. Muslimin, Korupsi: Pengertiannya, Sebab, dan dampaknya, tulisan dalam buku yang berjudul Pendidikan
Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Jakarta, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006, him. 18.

> Lec Marpaung, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan), Djambatan, Jakarta, 2001, him. 5.

® Marbun, B.N, Kamus Politik, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, him. 300.

" Baharuddin Lopa dan M. Yamin, Undang-undang Pemberantasan..., him. 6.
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tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).®

Meskipun pemerintah telah melegitimasikan prilaku ini sebagai tindak pidana dan harus
diberantas, namun tetap saja para pelaku korupsi (koruptor) semakin hari bertambah dan berani
melkukan aksinya, hingga menjamur serta merambah kemana-mana dalam berbagai aspek
kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial dan bahkan dalam lingkungan agama. Senada dengan
ini, Purnomo mengatakan:

“Aspek majemuk yang terkandung dalam prilaku yang bersifat koruptif, dan motif di
bidang politik atau material dari perbuatan korupsi telah memberikan petunjuk bahwa
korupsi mempunyai berbagai bentuk, sehingga menyebabkan faktor timbulnya korupsi
mempunyai berbagai sumber. Dan faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya
perbuatan korupsi itu, secara deskriptif ada tiga sumber penyebab, yaitu struktur dan
sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaan mempengaruhi terjadinya perbuatan
korupsi itu, secara deskriptif ada tiga sumber penyebab, yaitu struktur dan sistem sosial,
dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan, serta yang terakhir dari
perubahan sosial dan modernisasi.’

Pada dasarnya, korupsi ini dibentuk oleh prilaku kejahatan yang menyangkut
penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Ini
rentan terjadi dari lemahnya sistem birokrasi pelayanan umum dan lemahnya sistem kontrol pada
hubungan kerja menyangkut sumber keuangan pada umumnya.

Kelemahan-kelemahan ini semua berdampak pada prilaku koruptif yang semakin menjadi-
jadi. Dan mengakibatkan daya rusak yang berakibat fatal bagi seluruh sendi kehidupan. Sehingga
menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, akhlak dan mental, serta melahirkan
kebijakan dan prilaku yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya semua nilai kebaikan, keadilan
dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat menjadi runtuh dan sirna berganti dengan keegoisan
manusia yang takkah pernah puas.

Secara umum, akibat dari perbuatan korupsi disadari atau tidak dapat membentuk masyarakat

yang disharmonis dan kesenjangan sosial dimana-mana atau bahkan secara politis dapat

® Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi), Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cet.1l, 2006, him. 25

° Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, him. 3
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menciptakan disintegrasi bangsa pada titik akhir. Karena hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Sedangkan dari sisi agama, dimana nilai kebaikan dan keadilan diajarkan telah
hilang, atau yang lebih parah, kepercayaan terhadap agama telah berganti dengan materialisme.
Realitas saat ini, dipungkiri atau tidak, materialisme telah tumbuh dan merasuk kedalam
struktur sosial masyarakat kita. Dimana nilai-nilai agama, yang mengajarkan moralitas bagi
manusia hampir punah dan diabadikan begitu saja oleh sebagian mereka. Ini menmbuktikan bahwa
korupsi ini merupakan suatu penyakit sosial yang dapat merusak tidak hanya per-individu manusia,

namun seluruh lapisan dan sendi yang menopang kehidupan manusia, tak terkecuali agama.

2) Kajian Hukum Islam Terhadap Korupsi

Sebagaimana telah dibicarakan diatas, bahwa korupsi merupakan satu penyakit masyarakat
yang paling krusial dan harus diberantas, sebab dapat menghancurkan seluruh jaringan
keseimbangan manusia dalam bermasyarakat. Bisa dikatakan dengan meminjam istilah umumnya,
bahwa yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Prilaku ini sedikit demi sedikit
menggerogoti moralitas manusia yang dibimbing agama.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi,
sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar
nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik
dari korupsi tersebut, baik secara pengertian, sifat dan lainnya. Dan meminjam istilah Zuhaili,
bahwa yang haram itu berlaku umum, karena mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram
itu untuk menghindari keudharatan atau menjauhi mafsadat yang terdapat di dalamnya.™

Hal ini merujuk firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 188.*' Dan ditambah beberapa

riwayat dari hadis Nabi, diantaranya sebuah riwayat yang diungkapkan Imam Malik dalam

19 Wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif), Gaya Media
Pratama, Jakarta, 1997, him. 11

1 Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang
batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian
daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Lihat Yusuf Qardhawi,
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Muwatta’, menyangkan korupsi (dalam artian suap), dimana saat Abdullah bin Rawahah tengah
menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar, separo untuk kaum Muslimin
dan sisanya untuk Yahudi. Selanjutnya datang orang Yahudi untuk memberi suap berupa perhiasan
agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk Yahudi. Namun tawaran tersebut ditolak oleh
Rawahah dengan mengatakan suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak
memakannya.*?

Ditambah lagi sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah berkata, laknat Allah
terhadap penyuap dan penerima suap. Kemudian menyangkut hadiah pada aparat pemerintah,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul berkata, hadiah yang diberikan kepada
pennguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.*®

Dalam penetapan hukum yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) Islam atau ulama
Indonesia (MUI khususnya) bukan merupakan suatu persoalan yang mudah. Hal ini tidak dipungkiri
dan bisa diakui. Namun demikian, ketiadaan hukum dengan sanksi yang tegas dari apresiasi yang
dilakukan para ulama, mengakibatkan adanya anggapan bahwa perbuatan ini merupakan
pelanggaran yang tidak berat. Dan bahkan diantara para koruptor itu, malahan terdapat orang-orang
yang memahami dan mengerti agama (sebagaimana kasus korupsi yang terjadi di lingkungan
Departemen Agama).

Berdasarkan kenyataan ini, kita akan melihat dari kacamata hukum Islam sendiri dari sudut
pandang (tinjauan) Ushul figh terhadap prilaku korupsi, yang meresahkan dan merusak
keseimbangan masyarakat. Dan dengan segala ketimpangan yang ada dari prilaku ini baik dalam
pribadi manusia ataupun masyarakat, bertentangan dengan nilai Islam dan moralitas manusia.
Disana ditemui ketiadakjujuran, keegoisan dan lainnya.

Dalam hukum Islam sebagaimana pemaparan diatas, secara global dan jelas dapat

disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampak dan eksesnya dikategorikan sebagai

Masyarakat Berbasis Syari’at Islam (Hukum, Perekonomian dan Perempuan), Jilid 2, Era Intermedia, Solo, 2003, him.
78.
12 Artikel/tulisan dalam Republika, 21 Nopember 2003, www. AntiKorupsi. Org.
13 H
Ibid.
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perbuatan haram. Dari penetapan ini, bisa dilihat kembali berdasarkan kajian ushul figh mengenai
pengharaman tersebut atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring
dengan perkembangan kasus korupsi yang semakin banyak, hingga merambah ke berbagai aspek
kehidupan masyarakat.

Hal ini terlihat secara nyata dari kasus-kasus yang terjadi, tidak hanya dalam kepentingan
ekonomi, tetapi politik dan lainnya, yang berdampak pada tingkat kerusakan yang tinggi bagi
kelangsungan hidup manusia. Jika ditelusuri lebih lanjut prilaku korupsi saat ini bisa dikategorikan
pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakan bagi
kebutuhan hidup manusia (terutama menjaga kebutuhan dharuri/primer).

Kebutuhan dharuri/primer ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial dan
harus dijaga. Bisa dikatakan suatu tingkat kemaslahatan yang harus dipenuhi kewajibannya,**
sebagaimana dijelaskan Abu zahrah bahwa kebutuhan ini harus direalisasikan karena akan
berbahaya (mafsadah) bila tidak dijalankan bagi manusia. *> Sebab dharuri ini mencakup
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.*

Disamping kemaslahatan, terdapat mahsadah dan ini dibagi dua dalam pembagiannya
menurut Izzuddin bin Abdis Salam (seperti dikutip Abu Zahra),

“Mafsadat terbagi dua; mafsadat yang diharamkan oleh Allah untuk didekati dan mafsadah
yang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan. Mafsadah yang diharamkan terbagi

lagi menjadi dua tingkatan, yaitu mahsadah kabair (dosa besar) dan shaghair (dosa kecil).
Sedangkan mafsadah makruh, bila mafsadah itu hilang maka akan menjadi mubah.”’

! Disamping kemaslahatan dharuri, ada dua tingkatan kemaslahatan lain yang posisinya berada dibawah dharuri,
yaitu kebutuhan hajjiyat yang merupakan yang tidak termasuk esensial, melainkan kebutuhan tahssiniyat, yaitu
kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan, sesuai
kepatutan. Lihat Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Ull Press, Yogyakarta, 2001,
hlm. 55

> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, him. 553

'® Kelima pemeliharaan ini merupakan pengembangan dari tujuan syari’at Islam, yaitu menjaga kemaslahatan
umat dengan menghilangkan kesempitan dan menolak bahaya. Pengembangan ini dilakukan oleh al-Ghazali
berdasarkan tingkat kemaslahatan diatas.

Y Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., him. 560
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Berdasarkan tingkatan mafsadah tersebut, Abu Zahrah menambahkan bila suatu perbuatan
haram mafsadahnya lebih banyak, maka tingkat keharamnya menjadi lebih tinggi.*®

Dari gambaran diatas, diidentifikasikan perbuatan korupsi dengan berbagai dampak dan
akibatnya dikategorikan perbuatan haram dengan tingkat mafsadah dan bahaya yang tinggi.
Selanjutnya ini bisa dijadikan ‘illat terhadap penemuan dan pembentukan suatu hukum dalam
pandangan Islam dan kemungkinan adanya sanksi berat bagi pelakunya, karena prilaku ini tidak
hanya membahayakan per-individu orang namun juga masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya persoalan ini (korupsi) bukan persoalan baru di saat ini, namun juga telah ada
diera Rasul, tetapi tidak diistilahkan korupsi pada masa itu. Hal ini bisa diterlusuri melalui hadits-
hadits mengenai suap dan pemberian hadiah dan diantaranya telah disebutkan diatas sebelumnya.
Namun demikian, dampak dan prilakunya yang berkembang yang ditemui saat ini menjadikan
persoalan ini berbeda dari era Rasul.

Jadi, dapat dikatakan ‘illat dari prilaku ini berdasarkan kasus yang terjadi dulu dan sekarang
adalah sama. Dan kasus ini bisa dianalogikan dalam pembentukan hukumnya, seperti teori atau
konsep yang ditawarkan Syafi’i dengan Qiyasnya®® dalam mencari dan menemukan suatu hukum
terhadap penyelesaian suatu kasus.

Karena ‘illatnya sama, dan adanya nash dari hadits nabi dan fiman Tuhan (al-Baqgarah: 188)
pada kasus pertama, namun menjadi berkembang pada kasus kedua yang tidak didapati nashnya.
Serta ditambah dengan tujuan Syari’ah yaitu untuk mewujudkan kepentingan umum sebagaimana
dikonsepkan al-Ghazali dengan pemeliharaan lima hal pokok. Maka dapat ditemukan suatu hukum
yang jelas mengenai prilaku korupsi ini yang semakin marak dan berkembang.

Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut

kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu

'8 Ibid, him. 561

9 Qiyas secara teknis merupakan perluasan nilai syari’ah yang terdapat dalam kasus asal, atau asal kepada kasus
baru karena yang disebut terakhir mempunyai kasus (‘illat) yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal
ditentukan oleh nas yang ada dan giyas berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut kepada kasus baru. Qiyas ini
dikatakan juga sebagai analogi. Lihat Muhammad Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Figh),
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, him. 255
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menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial yang paling parah, seperti
kemiskinan, tidak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap
kemaslahatan umum dan bertentangan dengan tujuan pensyari’atan.

Dan mengenai tujuan pensyari’atan, Syatibi melihat betapa pentingnya kemaslahatan umum
itu perlu dijaga agar terhidar dari prilaku yang menyimpang dan membahayakan umat manusia,
karena yang demikian itu merupakan tujuan diturunkannya syari’at Islam bagi manusia. Sehingga ia
mengembangkan konsep magasid al-syari’ah atau kepentingan umum, dengan rangkuman bahwa

tujuan Allah menurunkan Syari’ah adalah untuk mewujudkan kepentingan umum.?

KESIMPULAN

Banyaknya korupsi yang semakin marak terjadi di negara ini merupakan satu kemerosotan
nilai moral yang hampir punah. Dan tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu
menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Tanpa terasa menciptakan kesenjangan sosial yang
tinggi dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan dimana-mana, kriminalitas yang tinggi dan
lainnya. Sehingga ketenangan dan keharmonisan yang diinginkan masyarakat tidak akan pernah
terjadi akibat pengrusakan dari korupsi ini.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia, yang tujuan
pensyariaatannya untuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras prilaku-prilaku yang
bertentangan dengan ajarannya, diantaranya perbuatan korupsi. Perbuatan tersebut dapat merusak
sistem dan nilai norma yang ada dalam masyarakat. Bahkan kemafsadatan yang harusnya
dihilangkan sesuai dengan tujuan syari’at Islam tetapi sebaliknya, muncul dan berkembang.
Dampaknya akan hilangnya kemaslahatan yang harusnya dipupuk dan dibina dalam suatu
komunitas masyarakat.

Disamping itu, melihat berbagai ekses yang terjadi dari perbuatan korupsi sudah pada taraf

yang sangat membahayakan saat ini, maka diperlukan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya
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hingga tidak ada lagi yang berani melakukannya, setidaknya meminimalisir kasusnya. Sanksi
tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga dari pemuka agama (Islam
khususnya) secara tegas dan keras, karena diantara pelakunya banyak juga terdapat muslim, hingga
pada akhirnya memperburuk cirta Islam sebagai agama yang mengajarkan dan menjunjung tinggi

nilai moralitas manusia.
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